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WALI KOTA MADIUN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

Mengingat

1.

WALI KOTA MADIUN,

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan
perkembangan situasi dan kondisi, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik perlu diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
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Menetapkan :

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
Perangkat Daerah  yang Melaksanakan  Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 84
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun
Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 4 disisipkan
1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 4 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan
bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan,
kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama, lembaga politik dan organisasi
kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rumusan Kkebijakan teknis di
bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
kesatuan bangsa dan politik;

d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi
pimpinan daerah;

e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan,
kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, agama, lembaga politik dan

organisasi kemasyarakatan;
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f1. pemberian dana hibah; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat
kedinasan diberikan oleh Wali Kota sesuai

dengan tugasnya.

2. Diantara huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 5
ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf hl, sehingga

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan pelayanan administrasi kepada semua
unsur di lingkungan Badan meliputi perencanaan,
pengelolaan administrasi umum, rumah tangga,
kepegawaian dan administrasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan
perencanaan program Kkerja dan evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;

b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan,
pelayanan administratif dan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang secara terpadu;

c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga
dan perlengkapan;

d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan
dan kearsipan di lingkungan Badan;

e. pengelolaan administrasi dan  pembinaan
kepegawaian di lingkungan Badan;

f. pelaksanaan administrasi keuangan dan
pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan;

g. penyusunan rencana program pelaksanaan
pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat

prasarana di lingkungan Badan;
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h. penyusunan rencana program pelaksanaan

pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan

Badan;

h1. pengoordinasian pemberian dana hibah; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan

yang diberikan oleh Kepala Badan.

Peraturan Wali

diundangkan.

Agar setiap orang

pengundangan

Pasal II

Kota ini mulai berlaku pada tanggal

mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 61/G

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 November 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, SH., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ilka Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/lVa
NIP 198212132006042009
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